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Korupsi L.eve
Ikan Teri tida
Harus Dibui

Sanksi yang bisa dijatuhkan ke pelaku tindak pidana korupsi level
tkan teri ialah sanksit pidana denda vang setimpal, pericabutan
hak-hak, atau perampasan barang-bararg terterctie.
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AKSA Agung Sanitiar
Burhanuddin menegas-
lkan sanksi pidana dalam
perkara korupsi tidal
selalu berupa penjara. Ada
beberapa sanksi lainnya yvang
dapat dijatuhkan ke pelaku tin-
dak pidana korupsi khususnya
yvang berada di level ikan teri.
Dalam webinar bertajuk Ke-
adilan Restoratifl: Apakah Ko-
rupsi Rp50 Juta Perlu Dipenjara
kemarin itu. korupsi level ikan
teri merujuk pada perkara baik
yvang tidak berkaitan dengan
kerugian keuangan negara
maupun yvang berkaitan dengan
kerugian keuangan negara.
tetapi dengan nominal kecil.
Burhanuddin menyebut
perkara-perkara korupsi terse-
burt bisa diselesaikan lewart me-
kanisme keadilan restoratif. Ia
berpendapat, pada dasarnya
korupsi ialah kejahatan finan-
sial. “Penanggulangannyva akan
lebih tepatjika pendekatannyva
menggunakan instrumen fi-
nansial.,” ujar Burhanuddin.
MAdapun sanksi vang bisa
dijatuhkan ke pelaku tindak
pidana korupsi level ikan teri
ialah sanksi pidana denda
vang setimpal. pencabutan
hak-hak, atau perampasan
barang-barang tertentu. hMenu-
rut Burhanuddin. jaksa juga
bisa memberikan rekomendasi
ke para stakeholders terkait
dengan pemberian sanksi
administrasi kepegawaian.

Misalnyva, penundaan pangkat
hingga pemecatan.

Di samping itu, penjatuhan
sanksi kepada pihak swvasta bisa
dilakukan dengan cara per-
belkuan. permbubaran, ataupun
mem-hilacklist perusabaan. Ini
memunghkinkan pihak swasta
tidak bisa lagi mengikuti proses
pengadaan barang dan jasa
yang diselenggarakan negara.

Jaksa Agung juga meerng-
ingatkan penanganan perkara
tindak pidana korupsi membu-
tuhlkan biaya besar. Biaya ope-
rasional penanganan perkara
dari penvidikan sampai ck-
sekusirtidak sebanding dengan
kerugian yvang diakibatkan
korupsi level ikan teri.

Dalam kesempatan vang
sama. Direlktur Penyidikan Jak-
sa Apung Muda Bidang Tindalo
Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Su-
pardi menyvebut mekanisme re-
storative fustice untuk kasus ko-
rupsi sampai sejauh ini belum
diimplementasikan. Kalaupun
ada perkara yvang dihentikan.
itu karena penyidik tidak me-
nemui unsur kesengajaamn dan
niat jahar sama sekali. “Jamah-
nya nanti ke Pasal 140 ayat (1)
KUK, bukan restorative justice
bicaranya.” jelas Supardi.

Ia pun mengakui dasar hu-
kum penerapan restorarive
justice untuk kasus korupsi di
internal Kejaksaan belum me-
madai sebab peraturan jaksa
agung saat ini belum meng-
atur korupsi sebagai perkara
yvang bisa diselesaikan secara
restorative justice,

Pilih rewvisi
Pengajar Fakultas Hukum
Universitas Brawijayva Al Arafl
menilai niatan Kejagung bhisa
saja terealisasi jika hal itu me-
rupakan keinginan pemerintah
dan DFPR dengan cara merewisi
ULl Pemberantasan Tipikor.
Kendati demikian, semangat
revisi regulasi tersebut selama
ini disuarakan masyakarat
bukan pada me-restorative
justice-kan perkara korupsi.
Menurutnya. masyarakat lebih
menginginkan adanya rewisi
terkait dengan ketimpangan
hukum, terutama pidana pen-
jara minimal bagi pelaku ma-
syarakat yang lebih berat ke-
timbang pejabat.
“Kesimpulan sava. konsep
restorative justice dalam kaitan
kasus korupsi kurang tepat dan
agak keliru karena dia akan ber-
rentangan dengan ULU Tipikor
itu sendiri.” ujar Al Araf.
Disamping itu, kasus korupsi
dana desa sebagai perkara
wvang dicontohkan oleh Keja-
sung bisa diselesaikan melalui
mekanisme restorative justice
juga dinilai bertentangan de-
ngan fakta yvang ada. Melansir
data Indonesia Corruption
Watch (ICWwW), Al Aral menyebut
korupsi dana desa menem-
Ppati peringkat pertama sebagai
perkara terbanvak yvang terjadi
di Indonesia sehingga jika ada
impunitas karena alasan re-
storative justice dalam konteks
isudana desa, misalnya, maka
praktik korupsi dana desa
akan semalkin tinggi. (P-1)
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